Dua Rancangan Peraturan Daerah Disetujui DPRD Kabupaten Tanah Bumbu,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Diharapkan Lebih Baik
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https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/06/20/dua-raperda-disetujui-dprd-kabupaten-tanbu-
pengelolaan-keuangan-dan-aset-diharapkan-lebih-baik

Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) disetujui semua fraksi di DPRD
kabupaten tanah bumbu (Tanbu) untuk dijadikan peraturan daerah.

Dua peraturan daerah tersebut adalah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Persetujuan itu dituangkan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD
Kabupaten Tanbu, H Supiansyah ZA, bersama Wakil Ketua, Agoes Rahmadi, di gedung
dewan, Senin (20/6/2022).

Sementara itu, dari eksekutif dihadiri Sekda Tanbu Dr H Ambo Sakka, mewakili
Bupati. la juga mengucapkan terima kasih atas disetujuinya raperda tersebut.

“Kami berterima kasih atas persetujuan unsur pimpinan dan fraksi-fraksi yang
telah setuju dengan dua raperda yang diajukan” ucapnya.

Dengan adanya perda Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan
daerah semakin menjadi lebih baik, baik dari proses perencanaan, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban keuangan daerah.

Sehingga, keuangan daerah, mampu memberikan manfaat yang besar, dalam
upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kabupaten tanah bumbu
yang dicintai ini.

Begitu juga dengan raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
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Raperda ini sebagai pedoman pengelolaan barang milik daerah yang mengatur
mengenai kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,
pengamanan dan pemeliharaan.

Juga, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan,
pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Sehingga diharapkan, terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang baik,
dalam rangka menunjang dan mendukung kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

“Raperda ini merupakan amanat Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
pedoman pengelolaan barang milik daerah,” kata Rahmat.

Raperda pengelolaan keuangan daerah ini merupakan amanat Permendagri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

Tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah untuk mengelola keuangan daerah
secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan
manfaat untuk masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan tata kelola pemerintahan
yang baik.

“Terkait masukan dan koreksi, terkait dengan 2 buah raperda tersebut,
pemerintah daerah pada dasarnya sangat mengapresiasi, karena hal itu menjadi
penyempurnaan raperda, baik secara normatif, maupun secara substansi, sehingga
memenuhi standar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan,” katanya.

Selanjutnya, dengan disetujuinya 2 buah raperda ini, tahapan berikutnya yang
segera dilaksanakan pemerintah daerah, adalah meminta nomor register ke Biro Hukum
Provinsi Kalimantan Selatan.

“Setelah ditetapkan, dan diundangkannya peraturan daerah ini, maka pemerintah
daerah melalui SKPD terkait bersama-sama DPRD, melakukan sosialisasi dan
melaksanakan perda tersebut,” katanya.

Sementara itu, Pimpinan sidang, Agoes Rahmadi berharap dengan disetujuinya
raperda tersebut akan memberikan manfaat dan membuat Kabupaten Tanbu bisa lebih
baik lagi.
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Catatan:
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan
Pasal 14
Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi
materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan
serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan
Perundangundangan yang lebih tinggi.
Pasal 39
Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda
Kabupaten/Kota.
Pasal 45
(1) Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta
Rancangan UndangUndang yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan
Prolegnas.
(2) Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan:
a. otonomi daerah;
b. hubungan pusat dan daerah;
c. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah;
d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan
e. perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Pasal 61
(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disiapkan oleh DPRD Provinsi

disampaikan dengan surat pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur.
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(2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Gubernur disampaikan
dengan surat pengantar Gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi.
Pasal 81
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundangundangan harus diundangkan
dengan menempatkannya dalam:
a. Lembaran Negara Republik Indonesia;

=

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;

c. Berita Negara Republik Indonesia;
d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
e. Lembaran Daerah;
f. Tambahan Lembaran Daerah; atau
g. Berita Daerah.

Pasal 86

(1) Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah
Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita
Daerah.

(3) Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah dan Berita
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh

Sekretaris Daerah.

UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk

olen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama

Bupati/Walikota.

Pasal 58

(1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat
kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.

(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh kementerian atau
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lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan.

UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 97D

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku mutatis
mutandis terhadap pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan
peraturan kepala daerah Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah Kabupaten/
Kota.

Pasal 99

Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
98 ayat (l), tahapan pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan

Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota mengikutsertakan analis legislatif dan tenaga ahli.
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